
 

                   

 

 
PAMU-ESA UNGGUL 

 

                  Widya Astuti, S. Pd, M. Pd 

 

 

 
 
 
Modul Pembelajaran-On line 4 
 

PANCASILA DALAM ARUS 
SEJARA BANGSA INDONESIA     

 

                

 

 

                

E-Learning 

UNIVERSITAS ESA UNGGUL    

TAHUN 2019 

 

                 

 
 

 



MODUL 4 

PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH 

BANGSA INDONESIA 
 

 

Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa  

memahami pengetahuan (knowledge) Pancasila dalam arus 

sejarah bangsa Indonesia, terkait  dengan perumusan 

Pancasila  yang  digali dari sumber historis, sosiologis dan politis,  

sehingga pengamalannya dapat dimanifestasikan dalam sikap (attitude) dan 

tindakan/perilaku (psikomotor/softskill) nyata sehari-hari sebagai warga 

negara yang Pancasila. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang 

bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu sedangkan Sejarah 

merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-

peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang 

dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti 

bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan 

kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda 

dengan masa yang sebelumnya.  

Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan 

dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. 

Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau 

pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, 

merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik 

Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni 

pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya 

merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan 

Negara Replubik Indonesia. 



Berikut kita lihat periode lahirnya pancasila dalam arus sejarah 

Bangsa indonesia 

B. PERIODE PENGUSULAN PANCASILA 

Awal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa 

nasionalisme yang menjadi awal   kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan adanya 

rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan 

Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. 

Perhimpoenan Indonesia bertujuan agar bangsa indonesia bersatu teguh 

menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Gerakan nasional lainnya lahirnya 

Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen- momen perumusan 

diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal 

yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton 

BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi 

dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, 

bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan 

rekam jejak di dalam konstituensi masing- masing. Selanjutnya, sidang-sidang 

BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah 

untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada 

masa sekarang ini 

Awal Perumusan Pancasila  dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang 

dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dimana BPUPKI dibentuk 

oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 

60 orang yang diantaranya terdiri dari:    

1. Ketua             : Dr. Radjiman Wedyodiningrat 

2. Ketua Muda   : Raden Panji Soeroso 

3. Ketu Muda    : Ichibangase (Anggota Luar biasa. Orang jepang) 

4. Anggota      : 60 Orang (tidak termasuk ketua dan ketua muda ) 

 



BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 

Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Pada tgl , 29 Mei 1945,  sidang yang 

pertama di mulai dengan materi pokok pembicaraan calon dasar 

Negara.Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu  

1.  Mr. Muh Yamin,  

2. Ir. Soekarno,  

3. Ki Bagus Hadikusumo,  

4. Mr. Soepomo.  

 

Keempat tokoh tersebut menyampaikan pendapat dan usulan tentang dasar 

Negara diantaranya 

1. Muhammad Yamin 

 Pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan usul mengenai dasar 

negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu: 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat 

 

2  Ir. Soekarno  

Pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan lima butir gagasan tentang 

dasar negara sebagai berikut: 

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, 

2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, 

3. Mufakat atau Demokrasi, 

4. Kesejahteraan Sosial, 

5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 

 



,Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. 

Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak 

menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas  

 

(1)  Sosio-Nasionalisme,  

(2)   Sosio-Demokrasi, dan 

 (3) Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 

Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi 

asas Gotong-Royong. 

3.  Mr. Soepomo  

Pada Tanggal 31 Mei 1945 juga mengusulkan lima dasar negara 

pada, yaitu sebagai berikut: 

1. Paham negara persatuan 

2. Perhubungan Negara dan agama 

3. Sistem badan permusyawaratan 

4. Sosialisme Negara 

5. Hubungan antarbangsa 

 

Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak 

mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia 

merdeka. Sikap  saling menghargai  dan toleransi yang berkembang di 

kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan 

kepada generasi berikut,  

Pada tanggal 1 juni 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno 

menyampaikan pidatonya  yang berjudul “Lahirnya Pancasila”. Dalam 

pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali 

dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 

Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Aklamasi


judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua 

BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang 

berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Sejak 

tahun 2017, hari tersebut resmi menjadi hari libur nasional. 

 

C. PERIODE PERUMUSAN PANCASILA 

Pada Persidangan pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan 

dasar negara Indonesia belum terbentuk. Oleh dari itu, BPUPKI 

membentuk panitia perumus dasar negara yang anggota terdiri dari 

sembilan orang yang disebut dengan Panitia Sembilan. Pada tanggal 22 

Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para 

anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara 

lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Dasar 

Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:      

1. Ir. Soekarno  

2. Drs. Muh. Hatta   

3. Mr. A.A. Maramis    

4. K.H. Wachid Hasyim 

5. Abdul Kahar Muzakkir   

6. Abikusno Tjokrosujoso   

7. H. Agus Salim  

8. Mr. Ahmad Subardjo   

9. Mr. Muh. Yamin   

    

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal 

itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah 

Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam 

Jakarta atau Jakarta Charter” Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Radjiman_Wedyodiningrat
https://id.wikipedia.org/wiki/2017


pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke- empat Piagam Jakarta itulah 

terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” 

ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah 

perubahan di sana-sini, Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk 

mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi 

perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta 

politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai 

dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945.  

Sehari setelah peristiwa itu 17 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan 

Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: 

1. pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi 

Indonesia (PPKI), 

2. panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 

Agustus 1945 

3. direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. 

 

Pada tanggal, 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal 

Terauchi (Penguasa Militer Jepang di Kawasan Asia Tenggara) yang 

berkedudukan di Saigon, Vietnam (sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh). 

Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera 



membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai 

dengan maklumat Pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari 

Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, 

yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar 

Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan 

Bing, Muh. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde 

Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, T. Moh. Hasan (Sartono 

Kartodirdjo, dkk., 1975: 16--17). 

Jatuhnya Bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk, Amerika 

dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang 

meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin 

lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah 

tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari 

menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan 

Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum 

tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala 

tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. 

Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. 

PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa 

lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil 

keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa 

melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat 

rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.Maka ditetapkan pada tanggal 17 

Agustus 1945   sebagai hari kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 

17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang 

berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur.  

Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi 

 Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan 



 I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara 

 Latu Harhary, wakil dari Maluku 

 

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang 

bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan 

sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

 Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu 

mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya 

oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, 

Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka 

menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan 

bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan 

dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 

Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. 

 

D. PERIODE PENGESAHAN PANCASILA 

Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, pada tanggal 17 

Agustus 1945, telah mewujudkan Negara Republik Indonesia. Dan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam sidang selanjutnya, pada 

tanggal 18 Agustus 1945, telah  menyempurnakan dan mengesahkan 

rancangan Undang-Undang Dasar  Negara Indonesia, atau yang kemudian 

dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, 

atau secara singkat disebut sebagai : Undang-Undang Dasar 1945. 

Beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam pengesahan 

Undang-Undang Dasar Negara tersebut, yang sebelumnya merupakan 

Rancangan Pembukaan yang termuat di dalam Piagam Jakarta, sebagai 

hasil kesepakatan yang telah diterima oleh sidang  BPUPKI pada sidang 

http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-demokrasi-pancasila-dan-ciri.html


ke dua-nya sebelum masa Proklamasi Kemerdekaan, yang isi 

penyempurnaannya antara lain : 

Dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia pada Alinea ke-4, yang memuat sebutan : “Allah“, kemudian 

dirubah menjadi “ Tuhan “, sesuai dengan permintaan anggota utusan dari 

Bali, Mr. I Gusti Ktut Pudja ( Naskah k. 406 ) 

Penggunaan “ Hukum Dasar ”, digantikan dengan “ Undang-

Undang Dasar ”Dan pada kalimat “….  berdasarkan kepada : ke-Tuhanan, 

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 

menurut dasar kemanusiaan….”, dirubah menjadi “.. berdasarkan : ke-

Tuhan-an Yang Maha Esa, kemanusiaan ….. “    

Dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 tersebut, 

setelah penyempurnaan  tersebut kemudian disahkan dan diresmikan 

secara resmi pada sidang PPKI  tanggal 18 Agustus 1945, setelah Negara 

Republik Indonesia terwujud  pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam 

pernyataan Proklamasi Bangsa Indonesia. 

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

tahun 1945 tersebut,  terkandung 4 alinea-alinea yang berintikan 

pernyataan kebulatan tekad Bangsa Indonesia dalam menentukan 

perjuangan dan nasib Bangsa Indonesia pada masa selanjutnya, dan 

berperan serta dalam perdamaian dunia yang menentang bentuk-bentuk 

pejajahan ataupun kolonialisme di muka bumi ini. 

Dan pada Alinea yang ke – 4, dinyatakan pula rangkaian susunan 

Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila, dengan susunan sebagai berikut 

: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 



4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan / perwakilan 

5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 

 

Dan susunan serta urutan Pancasila tersebutlah , yang sah dan benar 

yang kemudian menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yang 

mempunyai kedudukan konstitusional, serta telah disepakati oleh Bangsa 

Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 

sebagai Komite Nasional , yang merupakan perwakilan dari seluruh 

bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, perjalanan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, 

tidak berhenti  hingga masa tersebut. Demikian pula dalam menerapkan 

serta melandaskan Dasar Negara Indonesia, Pancasila, dalam peri 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa selanjutnya 

E. PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH  

1. Pancasila Sebagai identitas Bangsa Indonesia 

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas 

kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata 

“identitas” dan ”nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris 

identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang 

melekat pada seseorang, kelompok atau . sesuatu sehingga membedakan 

dengan yang lain. 

Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa 

yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. 

Bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan 

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan 

suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila yang mampu 

menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara 



lain. Identitas Nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak 

pernah ada padanan sebelumnya. 

Pancasila sebagai Identitas Nasional karena Bangsa Indonesia 

sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memilki sejarah 

serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia .Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme 

modern, diletakanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas 

dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. 

Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang 

diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian 

diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat Negara yaitu Pancasila. 

Jadi, filsafat suatu bangsa dan Negara berakar pada pandangan hidup yang 

bersumber pada kepribadiannya sendiri. 

  Pancasila sebagai identitas Bangsa Indonesia bukan terbentuk 

secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang saja 

sebagaimana  yang terjadi pada idiologi lain didunia, namun terbentuknya 

pancasila melalui proses panjang sejarah Bangsa Indonesia. Idiologi pada 

suatu Negara pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-

masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. 

 Secara Kausalitas pancasila sebelum disahkan menjadi dasar 

Negara Indonesia ,nilai-nilainya telah tertanam dan berasal dari bangsa 

Indonesia itu sendiri yaitu berupa adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai 

religious dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan  materi dalam 

pancasila tidak lain berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu 

sendiri. Unsur-unsur pancasila tersebut diangkat dan dirumuskan oleh 

pendiri bangsa sehingga pancasila berkedudukan sebagai Identitas bangsa 

Indonesia 

 

 



2. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa  

Kepribadian adalah  keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri kas 

dan prilaku seseorang. Pola berarti sesuatu yang sudah menjadi standar atu 

baku, sehingga kalau di katakan pola sikap, maka sikap itu sudah baku 

berlaku terus menerus secara konsisten dalam menghadapai situasi yang di 

hadapi. Atau  keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi dan temparmen 

seseorang. Sikap perasaan ekspresi dan tempramen itu akan terwujud 

dalam tindakan seseorang jika di hadapan pada situasi tertentu. Setiap 

orang mempunyai kecenderungan prilaku yang baku, atau pola dan 

konsisten, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. 

Bangsa adalah Perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. 

Persekutuan hidup dalam suatu negara bisa merupakan persekutuan hidup 

mayoritas dan minoritas. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis diikat 

oleh ikatan – ikatan seperti ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, agama atau 

kepercayaan, bahasa dan daerah. Ikatan ini disebut ikatan primordial. 

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-

nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan 

dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, 

tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya 

dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang 

unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama.  

Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Meskipun 

nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga 

terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima 

sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai 

kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di 

samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian 

bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. 



Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk 

sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, 

Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. 

Nilai- nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan 

contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri 

 

3. Pancasila Sebagai Pandanga Hidup Bangsa 

Sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk 

mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-

nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai 

luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan 

hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti 

cita-cita yang hendak dicapai dalam bangsanya 

Pandangan hidup yang  merupakan satu kesatuan dari rangkaian 

nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap 

kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai 

kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam 

melakukan interaksi antar manusia dalam kehdiupan bermasyarakat serta 

melakukan hubungan dengan alam sekitarnya.  

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini 

kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa 

Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam 

kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup 

berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan 

norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 



 

4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa. 

Pancasila dalam pengertian ini seperti yang dijelaskan dalam teori 

Von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang 

dinamakan volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa 

bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada 

sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 

157). Jiwa bangsa Insonesia mempunyai arti statis (tetap, tidak berubah), 

dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam 

sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 

 

5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa 

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa 

dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) 

sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri 

negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan 

yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. 

Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai 

bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan 

Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 

18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara 

oleh Panitia Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili 

seluruh bangsa Indonesia. 

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat 

bangsa  Indonesia mendirikan negara atau Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar Negara yang 

tertulis. 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-

undang Dasar 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia). PPKI merupakan penjelmaan atau wakil-wakil seluruh rakyat 



Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur itu untuk membela 

Pancasila untuk selama-lamanya. 

 

F. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIK PANCASILA 

1. Sumber Historis Pancasila 

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama 

yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan 

dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun 

dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang 

adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan 

beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada 

kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, 

tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk 

komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, 

tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan 

dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 

 

2. Pancasila Sumber sosiologis 

Pancasila sumber Sosiologis Bangsa Indonesia yang penuh 

kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih 

dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikan Pancasila karena 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan 

(materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat 

setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa 

norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan 

atau kesepahaman, dan konvensi. 



Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang 

tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, 

menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. 

Data sejarah menunjukan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau 

pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai 

Pancasilalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan 

kembali. Begitu kuat dan „ajaibnya‟ kedudukan Pancasila sebagai 

kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir 

(G30S/PKI) pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan 

sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 

Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan 

ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu 

dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat 

bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses 

pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila 

tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan 

terpadu. 

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, 

keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu 

hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat 

Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. 

Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling 

membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-

desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan 

sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial. Gotong royong juga tercermin pada 

sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara 

bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang 

dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. 

 



3. Pancasila Sumber Politis 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung 

dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan 

pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan 

dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan 

dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama 

yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan 

sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti 

ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan 

musyawarah. 

Usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal  sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu 

merupakan ideologi  politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi 

kaidah penuntun dalam  mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. 

 Melalui pendekatan politik ini,  diharapkan mampu menafsir 

kan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat 

moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan 

kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya nanti akan mampu mem 

berikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang 

stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan 

politik tersebut, yaitu  menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah 

penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam 

politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan 

keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian 

(distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah.  
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